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j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per

golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;
1. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah

dan investasi Daerah lainnya;

m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;

n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun

anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun;

o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan

p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasal 12

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 30 aktober 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 30 aktaber 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUА;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis Belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Bukittinggi
merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan
kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor pendorong
dilakukan perubahan sebagai berikut:
1. perubahan asumsi dasar

Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan
dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi
perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran

(SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan
besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang
tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan
alokasi dana untuk Belanja langsung dan tidak langsung;

2. perubahan kebijakan Pendapatan Daerah; dan
3. perubahan kebijakan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup  jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
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